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Ambiguous genitalia merupakan kondisi medis dimana alat kelamin seseorang tidak dapat secara sederhana
ditentukan dengan tegas dan berpotensi menimbulkan permasal ahan hukum karena dapat mengakibatkan
kekeliruan antara identitas pada dokumen kependudukan dengan jenis kelamin seseorang yang sebenarnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan bentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif untuk
menjelaskan pengaturan operasi penggantian kelamin di Indonesia, menjelaskan tanggung jawab dokter dan
rumah sakit dalam operasi penggantian kelamin berdasarkan kondisi ambiguous genitalia dan menganalisis
kedudukan ambiguous genitalia sebagai pertimbangan Hakim dalam Penetapan No.
518/Pdt.P/2013/PN.Ung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) operasi penggantian kelamin di
Indonesia diatur secara khusus dalam Kepmenkes No. 191 Tahun 1989; (2) sebagai pihak yang terlibat aktif
dalam operasi penggantian kelamin, sebagai salah satu metode penanganan ambiguous genitalia, dokter dan
rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum administrasi, perdata, dan pidana; (3) ambiguous genitalia
tidak disebutkan secara spesifik dalam pertimbangan Hakim pada Penetapan No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung
namun merupakan faktor medis sebagaimana tertuang dalam keterangan saksi dan aat bukti surat, yang
bersama-sama faktor yuridis, agama, dan psikologis dipertimbangkan oleh Hakim sebelum mengabulkan
permohonan penggantian kelamin. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal seperti
revis dan pembentukan peraturan terkait penggantian kelamin, sosialisasi serta penelitian akademis lanjutan
terkait <em>ambiguous genitalia dan operasi penggantian kelamin.
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Ambiguous genitaliais amedica condition where a persons genitals cannot be ssmply determined firmly
and potentially cause legal problems because it can lead to errors between identity in the document of
population and the actual sex of a person. The research method used in this study is a normative-descriptive
juridical to explain the provisions of sex reassignment surgery in Indonesia, explain the responsibilities of
doctors and hospitals in sex reassignment operations based on ambiguous conditions of genitalia; and
analyze the position of ambiguous genitalia as Judges consideration in Couert Decree No.
518/Pdt.P/2013/PN.Ung. From the results of the study it was revealed that: (1) sex reassignment operations
in Indonesiais specifically regulated in Kepmenkes No. 191 of 1989; (2) as parties actively involved in sex
reassignment operations, doctors and hospitals have administrative, civil and criminal legal responsibilities;
(3) ambiguous genitaliais not specifically mentioned in consideration of the Judge in Court Decree No.
518/Pdt.P/2013/PN.Ung but it isamedical factor as stated in the witness statement and proof of letter,
which together with juridical, religious and psychological factors are considered by the Judge before
granting the request for sex change. Based on the results of the study, the authors suggest several things such
asrevisions or establishment to the law, socialization and further academic research about ambiguous
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genitalia and sex reassigment surgery.



